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ABSTRAK 

 

Pada tanggal 25 September 2019 telah terjadi pembakaran hutan dan 

lahan di Pekon Sukamaju Ngaras Kabupaten Lampung Barat. Lahan seluas tiga 

hektar yang dibakar menggunakan korek api tersebut akan dijadikan lahan 

menanam padi dan kopi. Kasus tersebut hanyalah salah satu contoh kasus yang 

terkuak, dan apabila terdapat perusahaan lainnya ataupun perorangan yang 

melakukan perbuatan serupa maka kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten 

Lampung Barat dapat terancam. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di 

Kabupaten Lampung Barat terkait perusakan lingkungan bertujuan untuk 

menemukan fakta tentang keadaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung 

Barat sehingga dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 

dan juga menurut hukum Islam. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni 

bagaimana perusakan lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat menurut 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan? serta bagaimana 

pandangan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di Kabupaten 

Lampung Barat?.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perusakan 

lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat menurut Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan untuk mengetahui pandangan hukum 

Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaian lapangan 

(field reaserch). Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif 

analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara 

yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 

sedang berlangsung. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Perusakan 

lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat menurut Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan cara pembakaran lahan untuk 

pembukaan kebun sangat dilarang dan tidak diperbolehkan karena dapat 

mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan beresiko terjadi kebakaran luas 

yang merusak kualitas lahan. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2014, kelestarian lingkungan hidup sangat penting dan harus dijaga, 

sehingga adanya perbuatan yang memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan 

hidup tidak diperbolehkan dan pelaku penyimpangan tersebut harus mendapatkan 

sanksi agar merasa jera. Kedua, Pandangan hukum Islam terhadap perusakan 

lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat dapat dikatakan tidak sesuai 

dengan nilai-nilai syariat Islam. Karena dalam Islam, manusia harus menjaga 

kelestarian lingkungan demi kesejahteraan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. 

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam pandangan 

hukum Islam termasuk dalam fiqh siyasah dusturiyah karena Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga pemerintah di daerah telah 

melakukan upaya dalam rangka menanggulangi adanya kerusakan lingkungan 

hidup di Lampung Barat dengan menjalankan program-program terkait perusakan 

dan pencemaran lingkungan meskipun memang masih ada hambatan dalam 

pelaksanaannya. 

Kata Kunci : Peran Dinas Lingkungan Hidup, Pencegahan Pembakaran 

Lahan 
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MOTTO 

                                        

                                

      

 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 

kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah 

orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (Q.S. Ar-Rum: 41-42) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta 

memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan 

arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan 

penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan 

judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Judul skripsi ini yaitu “Peran 

Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pembakaran Lahan Perspektif Fiqh 

Siyasah (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)”, 

adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang 

definisinya adalah “person‟s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban 

seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan 

peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.
1
 

2. Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga di daerah yang memiliki tugas dan fungsi serta 

kewenangan dalam bidang lingkungan hidup yakni mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan hidup. 

3. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu 

tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya 

pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi 

                                                             
1Syamsir, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 86. 
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kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah 

meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).
2
 

4. Pembakaran Lahan adalah tindakan sengaja membakar lahan dengan maksud tertentu. 

Pembakaran yang menimbulkan kebakaran tidak dapat disebut kelalaian karena 

berkenaan dengan penggunaan api yang tidak dikendalikan yang memang ditiimbulkan 

oleh kesengajaan dan tidak memperdulikan syarat-syarat menerapkan teknologi api.
3
 

5. Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, 

yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari 

kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat 

sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara 

terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara‟ 

yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
4
 Sedangkan 

siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada 

kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan , kendati pun Rasulullah tidak 

menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.
5
 Dengan 

demikian fiqh siyasah adalah ilmu tentang hukum syara‟ yang mengatur perbuatan dan 

tindakan manusia untuk tujuan kemaslahatan umat dan terhindar dari kemudharatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud “Peran Dinas Lingkungan Hidup 

Dalam Pencegahan Pembakaran Lahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)”, adalah adanya perusakan lingkungan hidup 

di daerah Lampung Barat yang perusakan tersebut dilakukan oleh pelaku perseorangan 

maupun suatu perusahaan, yang kemudian akan dikaji dari segi peran Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga yang berwenang di daerah dan juga 

berdasarkan pandangan fiqh siyasah. 

                                                             
2Widoyono, Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan dan Pemberantasannya (Jakarta: 

Erlangga, 2011), 3. 
3Ibid, 88. 
4Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi  Zada, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: 

Erlangga, 2008), 31. 
5Djazuli, Fiqh Siyasah (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 109. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai 

penduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk kabupaten lain di provinsi 

Lampung. Secara umum besar pendapatan perkapita dapat digambarkan dari pembagian 

besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk pertengahan 

tahun. Dengan demikian sebagai indikator ekonomi makro pendapatan per kapita suatu 

wilayah dapat memberi informasi awal mengenai keadaan sosial ekonomi atau kesejahteraan 

wilayah tersebut. Semakin tinggi angka pendapatan perkapita suatu wilayah maka tingkat 

kesejahteraan penduduk wilayah tersebut juga semakin tinggi, sepanjang distribusi 

pendapatan penduduk tidak terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok.
6
 

Salah satu daerah di provinsi Lampung yang penduduknya dominan bekerja dan 

menggeluti bidang pertanian atau perkebunan yaitu Kabupaten Lampung Barat. 

Perekonomian di daerah Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh sektor pertanian yang 

merupakan sektor unggulan (leading sector). Penyumbang utama dalam PDRB Kabupaten 

Lampung Barat yaitu sub sektor perkebunan yang menyumbang 27,22% dan tanaman pangan 

yang menyumbang sebesar 24,22%. Sektor kedua penyumbang terbesar pada PDRB adalah 

perdagangan besar dan eceran sebesar 17,92% dari PDRB atas dasar harga berlaku. Adapun 

sektor-sektor lainnya relatif kecil, yaitu hanya 5% atau kurang. Oleh karena itu perkebunan 

dan tanaman pangan merupakan pendukung perekonomian terbesar di daerah Kabupaten 

Barat karena memang sebagian besar masyarakatnya memiliki matapencaharian dalam 

bidang pertanian.
7
 

Pada tanggal 25 September 2019 telah terjadi pembakaran hutan dan lahan di Pekon 

Sukamaju Ngaras. Iptu Ono Karyono selaku Kapolsek Bengkunat mengatakan “Kami 

menerima laporan bahwa telah terjadi pembakaran hutan dan lahan di Pekon Sukamaju 

                                                             
6Lina Marlina, “Peranan Kopi Rakyat Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten Lampung Barat,”. 

Jurnal Ilmiah, Vol. 5 no. 3 (2017): 1, https://jurnal.fp.unila.ac.id/index. php/JIA /article/view/1759. 
7Rita Irviani, “Pengaruh Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 

Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung”. Jurnal Penelitian, Vol. 11 no. 1 (2017): 7, 

https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/ja/article/ view/8925. 

https://jurnal.fp.unila/
https://ejournal/
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Ngaras yang berada di kawasan hutan lindung dan setelah dilaksanakan 

penyelidikan,  ternyata dilakukan sengaja oleh Darmanto warga setempat yang bekerja 

sebagai petani”. Menurut Iptu Ono Karyono, berdasarkan keterangan tersangka, lahan seluas 

tiga hektar yang dibakar menggunakan korek api tersebut akan dijadikan lahan menanam 

padi dan kopi. Tindakan yang dilakukan selain menangkap tersangka, anggota kepolisian 

juga melakukan pemadaman api yang sudah meluas bersama warga dengan alat seadanya.
8
  

“Saat kami datang ke TKP api sudah meluas, dengan kerja keras anggota melakukan 

pemadaman dan ada yang mencari keberadaan pelaku, dan alhamdulillah sekitar Pukul 13.00 

WIB api berhasil dipadamkan dan tersangka berhasil diamankan,” jelas Ono. Atas tindakan 

tersangka tersebut, polisi menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yakni dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar  dan paling 

banyak Rp10 miliar, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp10 miliar. Iptu Ono Karyono 

mengungkapkan bahwa pelaku beserta barang bukti berupa dua buah korek api dan golok 

sudah diamankan di Mapolsek Bengkunat untuk pengembangan lebih lanjut, dan meminta 

masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, karena bagi pelaku 

ancamannya sangat berat, dan diminta kepada masyarakat yang melihat untuk segera melapor 

kepada petugas terdekat.
9
  

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang 

Perkebunan. Undang-Undang Perkebunan tersebut mempunyai spirit utama untuk 

mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut ditunjukkan antara lain 

dengan pengaturan secara eksplisit maupun implisit mengenai keberpihakan kepada 

                                                             
8
Iwan, “Pelaku Pembakaran Lahan Lampung Barat Diringkus Polisi,” Netizenku.com, 2019, 

https://netizenku.com/pelaku-pembakaran-lahan-pesisir-barat-diringkus-polisi. 
9Ibid. 
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masyarakat perkebunan dan masyarakat hukum adat, kemitraan, peran serta masyarakat, 

mengutamakan penggunaan penanaman modal dalam negeri.  

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengamanatkan 

beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, yaitu 21 (dua 

puluh satu) perihal yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan 12 (dua belas) perihal 

yang akan diatur dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang 

Perkebunan tersebut, peraturan pelaksanaan tersebut harus ditetapkan paling lama 2 (dua) 

tahun sejak Undang-Undang Perkebunan diundangkan.
10

 

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Perkebunan yang sebelumnya yaitu 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan ini memuat beberapa pengaturan yang baru, yaitu, penetapan batasan luas 

maksimum dan minimum lahan usaha perkebunan, perbenihan, budidaya tanaman 

perkebunan, tindakan yang dilarang, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun 

masyarakat, kewajiban bagi unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku 

impor, sistem data dan informasi, pembatasan penanaman modal asing, pembinaan teknis dan 

evaluasi atas kinerja perusahaan perkebunan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana.
11

 

Al-Qur‟an merupakan wahyu harfiah dari Tuhan, yang dibacakan oleh Jibril kepada 

Muhammad, dan sempurna hingga ke setiap hurufnya. Sepanjang masa ia adalah sebuah 

pembuktian mukjizat bagi dirinya sendiri dan bagi Muhammad, Sang Rasulullah. Sebagian 

nilai kemukjizatannya terletak pada gaya bahasanya yang begitu sempurna dan agung, 

sehingga tidak ada manusia dan jin yang sanggup menciptakan satu surat saja meskipun 

hanya sebanyak suratnya yang paling pendek dan sebagian lagi pada pengajarannya, 

ramalan-ramalannya tentang masa depan, maupun pada informasi-informasi yang luar biasa 

                                                             
10Pasal 117 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
11Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
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akuratnya sehingga mustahil bagi seorang Muhammad yang buta huruf mampu 

mengumpulkan semuanya menurut upayanya sendiri.
12

 

Dalam Islam, secara khusus sektor pertanian merupakan kegiatan yang mulia karena 

termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hasil dari pertanian yaitu berkebun 

merupakan sumber kebutuhan hidup manusia sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-

Naziat ayat 30-33 

                               

                

  

“Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan darinya mata airnya, dan 

(menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancarkan-Nya dengan teguh, 

(semua itu) untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternakmu”. (Q.S. An-

Nazi‟at [79]: 30-33). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya tanah sebagai lahan perkebunan, tumbuh-

tumbuhan, adanya hewan ternak, pegunungan dan segala sesuatu yang ada di bumi sebagai 

penunjang kehidupan manusia merupakan nikmat Allah untuk manusia agar bersyukur serta 

dapat hidup dengan tentram dan sejahtera selagi manuisa itu sendiri memanfaatkan dan 

memelihara apa yang telah dikaruniakan Allah SWT. Hak Allah diwujudkan dalam bentuk 

hak bersama yang pengelolaannya diserahkan kepada penguasa/pemerintah. Hak semacam 

ini dapat disebut sebagai hak negara karena menyangkut kepentingan bersama secara kolektif 

seperti halnya air, garam, bumi, udara, dan lain sebagainya.
13

  

Selain itu, ketentuan mengenai penetapan kebijakan pemerintahan dalam pandangan 

hukum Islam merujuk pada sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam yang bermula pada 

masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Mendirikan pemerintahan dalam pandangan para 

juris sunni adalah wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas Nabi saw untuk 

mengatur kehidupan umat baik keduniaan maupaun keagamaan. Penetapan kebijakan 

                                                             
12Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto dan Abdul Hanif, “KONSEP KELUARGA SAKĪNAH DALAM AL-

QUR‟AN”, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 2 No. 2 (2021): 37. 
http”//ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ellzdiwaj/article/view/10897. 

13Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta,” Jurnal Al-

„Adalah, Vol. 13 no. 2 (2016): 242, http://ejournal.radenintan.ac.id/index .php/adalah/article/viewFile/1864/1519. 

http://ejournal.radenintan/
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pemerintah harus dijadikan alat untuk melaksanakan syari‟at Islam, menegakkan keadilan 

dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat dengan kerjasama dan 

tolong menolong serta mencipatakan keamanan dan ketenangan.
14

 

Kewajiban dan tugas-tugas pemerintah menurut pandangan hukum Islam meliputi: 

1. Menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang. 

2. Menyelenggarakan pendidikan. 

3. Mempersiapkan kekuatan. 

4. Memelihara kesehatan. 

5. Memelihara kepentingan umum/kemaslahatan umat. 

6. Mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda. 

7. Mengokohkan akhlak. 

8. Menyebarkan dakwah.
15

 

Adanya kasus perusakan lingkungan yang telah terjadi pada tahun 2017 di Kabupaten 

Lampung Barat yang dilakukan oleh suatu perusahaan tambak merupakan salah satu contoh 

kasus yang menjadi sorotan sebagai riwayat adanya perusakan lingkungan oleh perusahaan. 

Kasus tersebut hanyalah salah satu contoh kasus yang terkuak, dan apabila terdapat 

perusahaan lainnya ataupun perorangan yang melakukan perbuatan serupa maka kelestarian 

lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat dapat terancam. Oleh karena itu penulis 

melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Barat terkait perusakan lingkungan bertujuan 

untuk menemukan fakta tentang keadaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat 

sehingga dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan juga menurut 

hukum Islam.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

penelitian mengenai peran Dinas Lingkunngan Hidup Kabupaten Lampung Barat terhadap 

                                                             
14J. Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 259. 
15Muhammad Iqbal, Fiqh  Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik  Islam (Jakarta: Gaya Media, Pratama, 

2007), 134. 
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adanya perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat dalam pandangan fiqh 

siyasah. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan 

Pembakaran Lahan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lampung Barat)”, yang pembatasan materinya dari bab 1 sampai dengan bab 5 

yaitu materi tentang pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 

terhadap perusakan lingkungan hidup di Lampung Barat. Adapun sub fokus penelitian ini 

adalah mengadakan wawancara terhadap informan yang terkait dengan penelitian ini. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana perusakan lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat menurut Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di Kabupaten 

Lampung Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat menurut 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di 

Kabupaten Lampung Barat. 

 

F. Manfaat Penelitian 
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1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam 

memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi atau bahan  untuk diskusi 

bagi mahasiswa  Fakultas Syari‟ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya untuk yang berkaitan dalam hukum Islam.  

2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana 

Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebagai acuan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa 

literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Rustiono pada tahun 2008 dengan judul 

“Pemberdayaan Petani oleh Penyuluh untuk Pengembangan Usaha Tani Padi Organik di 

Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan petani oleh 

penyuluh usaha tani padi organik, Mengetahui dan mendeskripsikan model pemberdayaan 

yang digunakan penyuluh untuk melakukan pemberdayaan pada petani, Mengetahui dan 

mendeskripsikan strategi pemberdayaan yang digunakan oleh penyuluh pada petani, 

Mengetahui dan mendeskripsikan pengetahuan usaha tani padi organik petani setelah 

pemberdayaan oleh penyuluh. 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Mikhael Wurangian berjudul “Strategi Pemerintah Desa 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I 

Kecamatan Ratatotok)” yang bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam 

pemberdayaan masyarakat petani di Desa Basaan Kecamatan Ratatotok, melalui tahapan 

strategi perumusan, tahap pemutusan, tahap pelaksanaan, tahap penilaian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sean Fitria Rohmawati Laily dalam Jurnal Administrasi 

Publik dengan judul “Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan 



24 

 

24 
 

(Studi Di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)”. Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif. Fokus penelitian 

ini adalah pemberdayaan petani dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan di Desa 

Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan faktor penghambat dan pendukung 

yang terjadi dalam upaya pemberdayaan petani dalam meningkatkan ketahanan pangan.  

Adapun persamaan dan perbedaaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas 

adalah: 

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Rustiono yaitu 

sama-sama merupakan penelitian lapangan (field research). Perbedaanya terletak pada 

lokasi penelitian dan fokus penelitian, penelitian Dedy Rustiono dilakukan di Kabupaten 

Sukoharjo sedangkan lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Kabupaten Lampung 

Barat serta fokus penelitian Dedy Rustiono berfokus pada pengembangan usaha tani padi 

organik sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan kerusakan dan 

pencemaran lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat yang mana upaya tersebut 

merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan yang 

kemudian akan ditinjau dari segi hukum Islam. 

2. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mikhael Wurangian dengan penelitian ini 

terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada lokasi 

penelitian dan fokus pembahasan yang diteliti. Penelitian Mikhael berada di Desa Basaan 

Kecamatan Ratatotok dan berfokus pada strategi pemerintah desa setempat dalam 

memberdayakan masyarakat tani sedangkan penelitian ini berada di Kabupaten Lampung 

Barat yang berfokus pada upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup 

di kabupaten Lampung Barat yang mana upaya tersebut merupakan bentuk penegakan 

hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan yang kemudian akan ditinjau dari segi 

hukum Islam. 

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sean Fitria yaitu terletak 

pada jenis penelitian yakni penelitian lapangan (field research). Sedangkan perbedaannya 
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terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang dikaji, penelitian yang dilakukan 

Sean Fitria berada di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan berfokus 

pada pembahasan peningkatan ketahanan pangan sedangkan lokasi penelitian dalam 

penelitian yang akan dilakukan penulis ini adalah Kabupaten Lampung Barat dan 

berfokus pada upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di 

kabupaten Lampung Barat yang mana upaya tersebut merupakan bentuk penegakan 

hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan yang kemudian akan ditinjau dari segi 

hukum Islam. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, 

menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memproleh kembali pemecahan 

terhadap masalah.
16

  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a.   Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan  (field research). Penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau 

pada responden.
17

  Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan untuk 

memproleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan 

secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suau kelompok 

ataupun suatu daerah. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 

                                                             
16Joko Suvbagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994), 2. 
17Susiadi, Metodologi Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.  
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masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung. 
18

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.
19

 Adapun sumber data dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a.   Sumber Data Primer  

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi 

langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari  hasil 

dokumentasi dan interview dengan informan. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha 

mencari sumber lain yang ada berkaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh 

dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan Undang-Undang, 

kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Populasi dan Sampel 

a.   Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada  dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi, yang terdiri dari manusia, benda dan peristiwa sumber data yang 

mempunyai karakteristik dalam sebuah penelitian.
20

 Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini yaitu 70 pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Lampung Barat 

dan Anggota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. 

b. Sampel 

                                                             
18Ibid, 16. 
19Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakara: Rineka Cipta, 1998), 114. 
20Ibid, 130. 
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Sampel adalah contoh, representasi atau wakil dari satu populasi yang cukup 

besar jumlahnya.
21

 Tujuan peneliti mengambil sampel adalah untuk memproleh 

keterangan mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati sebagian saja dari 

populasi yang sangat besar  jumlahnya.  

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Proposive Sampling yaitu 

berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut 

paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi 

dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Maka agar penelitian tersebut benar-benar 

bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. 

Kriteria yang bisa dijadikan sample penelitian ini terdiri dari 5 orang Anggota Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, dan 4 orang pelaku usaha perkebunan 

di Kabupaten Lampung Barat, karena jumlah pelaku usaha perkebunan di Lampung 

Barat cukup besar sehingga peneliti hanya mengambil 4 orang pelaku usaha 

perkebunan sebagai sampel agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan lancar.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memproleh informasi yang dibutukan dalam 

rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara 

langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini 

menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan 

kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban. 

b. Dokumentasi 

                                                             
21Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Sosial  (Bandung: Mandar Maju, 1996), 148. 
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Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.
22

 Metode ini untuk 

menghimpun atau memproleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa 

arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data  

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memproleh data ringkasan dengan 

menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan 

kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan 

data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. 

b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis. 

c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa 

berdasarkan urutan masalah.
23

  

6. Metode Analisis Data 

Analisa data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena 

dengan adanya analisa, data tersebut dapat diberi makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan dari peneliti 

untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (das sollen) dan praktik (das sein). 

Membangun suatu analisa berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama 

ini.
24

  

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif yakni selain mengolah dan menyajikan data, peneliti juga 

melakukan analisis data kualitatifnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat 

mensinergikan antara data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-

                                                             
22

Ibid, 202. 
23

Abdul Kadir Muhammad, Hukum  dan Penelitian (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 

2004), 120. 
24

Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu, 35. 
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data lain yang telah disiapkan. Setiap item dari permasalahan yang diajukan harus 

terjawab dalam analisa data dengan mengkaitkan satu sama lain atau terdapat timbal balik. 

Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan 

dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian yang telah dilakukan.
25

 

Apabila data yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya dalam proses 

pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah 

dengan menyusun secara induktif yakni metode analisis yang bertumpu pada kaidah-

kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.
26

  

Melalui metode analisis ini, peneliti menggambarkan dan menganalisa secara 

deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan yakni mendeskripsikan tentang 

perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat dari segi pandangan hukum 

Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.    

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa 

sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai 

perusakan lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat dalam pandangan hukum Islam 

dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 

                                                             
25

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 36.  
26

Winardi, Metode Research (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), 45. 
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Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum 

objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di 

lapangan. 

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait 

perusakan lingkungan hidup di kabupaten Lampung Barat dalam pandangan hukum Islam 

dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis 

dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan 

diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-

undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 

(Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu 

negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan 

syura‟ yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping 

itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal 
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balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 

dilindungi.
27

 

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin 

disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di 

dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi 

hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A‟la al-Maududi 

mendefenisikan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang 

menjadi landasan pengaturan suatu negara. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, 

untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, 

karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan 

di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu 

perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan dustur tersebut.
28

 

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah 

umumnya tidak lepas dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-

Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena 

dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. 

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk 

                                                             
27Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, 177. 
28A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah‛ (Jakarta: 

Kencana, 2004), 47. 
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di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
29

 Fiqh siyasah 

dusturiyah dapat terbagi menjadi: 

a.   Bidang siyasah tasyri‟iyah termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan 

persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti 

Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, 

dan sebagainya. 

b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai‟ah, 

wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. 

c.   Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. 

d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan 

kepegawaian.
30

 

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang 

berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan 

semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan 

dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan 

hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam 

mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya 

pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur 

kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. 

Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi, hasil ijtihad 

ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam 

mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan 

baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis 

yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat 

                                                             
29Ibid, 48. 
30Ibid, 49. 
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menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai 

hukum yang harus di perhatikan. 

 

B. Lingkungan Hidup dan Kewajiban Menjaga Kelestariannya 

1. Pengertian Lingkungan Hidup 

Secara etimologis, lingkungan hidup adalah kata lingkungan dalam bahasa inggris 

disebut environment, dalam bahasa belanda disebut milieu, dalam bahasa melayu disebut 

alam sekitar. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap 

orang. Selanjutnya beberapa rumusan tentang lingkungan hidup dikemukakan menurut 

para pakar di antaranya. Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup adalah jumlah 

semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati yang mempengaruhi 

kehidupan selain itu ada juga definisi yang menghubungkan dengan manusia beserta 

tingkah perbuatannya. Prof Stepanus Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan 

hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang 

terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan 

manusia dan jasad hidup lainnya.
31

 

Memelihara pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai kesatuan ruang dengan 

semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan prilakunya 

yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesajahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya. Gatot P. Soemartono memberikan pengertian lingkungan hidup 

adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang di 

tempati manusia, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. 

Sedangkan Soerjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau 

jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmani yang terdapat 

dalam alam. Dalam pengertian ini, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat 

dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan 

                                                             
31N.H.T. Siahan, Hukum Lingkungan (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), 3. 
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diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di 

dalamnya. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan 

daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat 

dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta 

kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi 

lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.
32

 

2. Faktor Umum Penyebab Kerusakan Lingkungan  

Secara umum daya dukung alam disebabkan oleh dua faktor yaitu kerusakan karna 

faktor internal dan kerusakan karena faktor eksternal. Kerusakan karena faktor internal 

adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi/alam itu sendiri. Kerusakan akibat faktor 

internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah karena merupakan proses yang terjadi 

pada bumi/alam yang sedang mencari keseimbangan dirinya. Kerusakan daya dukung 

alam karena faktor internal antara lain: 

a. Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan dan sekitarnya. 

b. Gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah. 

c. Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang disebabkan oleh 

embun yang berfungsi sebagai lensa pengumpul api (pada titik fokusnya) pada saat 

terkena cahaya matahari, tepat pada saat embun belum menguap. 

d. Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai.
33

 

Kerusakan daya dukung alam karena faktor Internal pada umumnya diterima 

sebagai musibah bencana alam. Kerusakan ini terjadi dalam waktu singkat namun 

akibatnya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kerusakan lingkungan atau 

menurunnya mutu lingkungan disebabkan juga oleh bencana alam yang kadang-kadang 

sangat dahsyat, misalnya meletusnya gunung Krakatau, gempa bumi yang yang 

memporak porandakan lingkungan di pulau flores tahun 1992 dan gempa bumi yang 

menimpa kota Bam di Iran 26 Desember 2003 yang menewaskan lebih dari 50.000 jiwa 

                                                             
32Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 77-78. 
33Wisnu Arya Wardana, Dampak Pencemaran Lingkungan (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2004), 15. 
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dan yang luka-luka tidak terhitung. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gelombang 

tsunami yang meluluh lantakkan Provinsi Aceh yang menewaskan ratusan ribu orang. 

Masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan 

lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan dan pengrusakan lingkungan.
34

 

Sedangkan kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan 

oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Oleh 

karena kerusakan karena faktor eksternal disebabkan oleh manusia, maka menjadi 

kewajiban manusia untuk mengurangi atau bahkan, kalau mungkin, menghindari 

kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Kerusakan pada faktor 

eksternal pada umumnya disebabkan oleh karena industri. Selain dari itu pemakaian 

bahan bakar fosil sudah pasti akan mencemari lingkungan pula.
35

 

Ada lima faktor yang melatar belakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan yaitu: 

a. Teknologi 

Barry Commoner dalam bukunya “The Closing Circle” melihat bahwa teknologi 

merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di 

bidang ilmu pengetahuan alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima 

puluh tahun terakhir telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi 

itu diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi. 

Berdasarkan pengamatan di Amerika Serikat, Commoner menunjukkan terjadinya 

masalah lingkungan, terutama pencemaran lingkungan meningkat setelah perang 

Dunia II. Ia memberikan contoh-contoh sebagai berikut, bahwa pospat antara 1940-

1970 naik tujuh kali lipat atau sekitar 300 juta pound per tahun, nitrogen oksida, yang 

berasal dari kendaraan bermotor, mencapai 650 persen, lead, yang berasal dari 

premium, mencapai 415 persen, merkuri, yang berasal industri, mencapai 2.100 persen 
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35 Wardana, Dampak Pencemaran Lingkungan, 17. 



36 

 

36 
 

pestisida sintetis mencapai 270 persen, pupuk nitrogen unorganik mencapai 789 

persen.
36

 

b. Pertumbuhan penduduk  

Ehrlich dan holdren menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan 

peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap terhadap penurunan 

kualitas lingkungan hidup. Mereka menolak pandangan Commoner bahwa 

pengembangan dan penerapan teknologi baru ke dalam berbagai sektor yang dimulai 

pada tahun 1940 sebagai penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan. Ehrlich 

dan holdren berpendapat bahwa jauh sebelum teknologi maju, bumi tempat hidup 

manusia ini telah mengalami bencana lingkungan. Mereka menunjukkan beberapa 

contoh, yakni terjadinya gurun pasir di lembah sungai Euphrate dan sungai Tigris, 

yang pada zaman sebelum masehi terkenal sebagai kawasan subur. Terjadinya 

kerusakan pada kawasan semula subur itu disebabkan oleh sistem irigasi yang gagal 

dan pembukaan lahan yang terus-menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga 

semakin luas lahan pertanian berdasarkan sistem irigasi.  

Pada kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah, kegagalan pengelolaan 

irigasi sering kali menimbulkan masalah-masalah lingkungan hidup yang serius, yaitu 

terjadinya masalah salinisasi (peningkatan kandungan garam di tanah). Kawasan-

kawasan yang curah hujannya rendah mengalami tingkat penguapan yang tinggi, 

sehinnga telah menyebabkan kekeringan irigasi. Kekeringan air irigasi sangat potensial 

menyebabkan terjadinya gurun pasir. Terjadinya kegagalan irigasi tidak saja dihadapi 

oleh negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Misalnya lembah 

Imperial di California, A.S. yang terpaksa ditinggalkan oleh para petani yang semula 

tinggal dan mengelola kawasan tersebut karena lahanlahan di kawasan itu kandungan 

garamnya meningkat sehingga kesuburan lahan menurun.  
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Ehrlich dan holdren juga melihat bahwa usaha peternakan yang berlebihan dan 

praktik usaha pertanian yang salah telah menyebabkan terjadinya malapetaka 

lingkungan, yakni terjadinya gurun pasir. Contoh nyata adalah semakin meluasnya 

Gurun Sahara di Afrika Utara. Terjadinya perluasan gunung sahara dikarenakan usaha 

peternakan yang telah melampaui daya dukung lingkungan (carrying capacity). Di 

banyak tempat di Benua Eropa, Asia dan Afrika telah terjadi penggundulan hutan 

(deforestration), penggembalaan ternak besar-besaran dan pertanian yang salah pada 

Zaman Pra Industri yang telah mengakibatkan terjadinya erosi tanah. Pada akhirnya, 

erosi tanah ini dapat mengakibatkan terjadinya gurun atau padang pasir.
37

 

Populasi atau pencemaran lingkungan akibat dari padatnya populasi manusia 

menambah berat tekanan pada lingkungan, apabila peningkatan populasi secara tajam, 

masyarakat tidak hanya akan memerlukan konsumsi lebih banyak. Namun juga akan 

menyebabkan polusi dari kerusakan lingkungan yang lebih besar. Kerusakan tersebut 

mengancam keberlangsungan ekosistem di alam. Besar kerusakan lingkungan dapat 

disebabkan oleh banyak faktor, secara umum besar kerusakan lingkungan disebabkan 

oleh jumlah populasi manusia, besar atau jumlah sumber daya alam yang digunakan 

manusia dan dampak kerusakan per unit sumber daya alam, kerusakan lingkungan 

tidak hanya disebabkan oleh ukuran/jumlah populasi manusia (penduduk) namun juga 

disebabkan oleh distribusi penduduk. Kepadatan penduduk di suatu tempat dapat 

menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, di antaranya terhadap 

ketersediaan lahan, ketersediaan makanan, giji makanan, ketersediaan air bersih, dan 

kerusakan lingkungan.  

Bertambahnya jumlah penduduk yang menempati suatu area tertentu 

mengakibatkan semakin sempitnya ketersediaan lahan kosong, ketersediaan lahan di 

kota lebih sedikit dari pada di desa karena besarnya jumlah penduduk di kota sebagai 

tempat tujuan urbanisasi lahan di kota sebagian besar digunakan untuk pemukiman 
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penduduk dan bangunan industri. Walaupun ketersediaan lahan di desa masih cukup 

luas, tetapi banyak penduduk desa yang melakukan urbanisasi ke kota. Sehingga 

menyebabkan tidak dimamfaatkannya lahan desa yang masih kosong karena minimnya 

jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia di desa. Sementara di kota ketidak 

seimbangan luas lahan dengan populasi penduduk menyebabkan munculnya 

permukiman kumuh, seperti yang terjadi di bantaran kali di wilayah Jakarta.
38

 

c. Tata Nilai 

Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan 

hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia 

sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang 

ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata nilai 

yang dimiliki ini dikenal dengan istilah anthropocentric atau homocentric. 

Berdasarkan perspektif antroposentris, alam semesta atau lingkungan hidup perlu 

dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya 

alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekadar sebagai objek untuk 

pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, berdasarkan wawasan pandang 

antroposentris, manusia bukanlah bagian dari alam.  

Selanjutnya, manusia diciptakan oleh sang pencipta untuk mengatur dan 

menaklukkan alam. Kaidah-kaidah yang berlaku di antara masyarakat manusia tidak 

berlaku terhadap benda-benda alam atau makhluk alam lainnya, seperti hewan dan 

pohon-pohonan. Dengan demikian, wawasan pandang antroposentris menimbulkan 

dualisme antara manusia di satu pihak dan alam semesta serta makhluk lainnya di 

pihak lain. Oleh sebab itu, eksploitasi terhadap alam semesta, menurut wawasan 

pandang antroposentris, harus dilihat sebagai perwujudan kehendak tuhan. Manusia 

pada dasarnya diciptakan oleh tuhan untuk menguasai dan menaklukkan alam.
39
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Wawasan pandang antroposentris itu telah mendapat tantangan dari kalangan 

aktivis gerakan lingkungan (environmentalists) karena dua alasan. Pertama, manusia 

adalah bagian dari alam, manusia hanyalah merupakan satu diantara spesies organis 

yang hidup dalam suatu sistem yang saling tergantung. Oleh sebab itu, perlu 

dipertahankan berlakunya wawasan pandang yang melihat semua unsur-unsur dalam 

alam semesta sebagai suatu kesatuan. Kepedulian manusia tidak hanya terbatas pada 

diri manusia saja, tetapi juga diperluas meliputi makhluk-makhluk lain dalam alam 

semesta. Kedua, hewan-hewan sebagai makhluk alam yang seperti, manusia juga 

mempunyai rasa sakit seharusnya diakui haknya sebagai suatu kaidah moral manusia. 

Salah satu diantara kaum moralis ekologis yang mengusulkan perlunya suatu 

perubahan wawasan pandang antroposentris adalah Aldo Leopold. Leopold 

mengusulkan perlunya pengembangan kaidah etik baru yang bersifat holoistik. Kaidah 

itu berlaku bagi suatu komunitas biotik yang meliputi semua makhluk yang punya rasa 

sakit dan nikmat. Kebutuhan dan kepentingan tiap-tiap makhluk merupakan dasar 

penentuan dari baik atau tidaknya suatu tindakan.
40

 

d. Pengaruh Kimia Terhadap Lingkungan 

Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) adalah salah satu pestisida sintesis 

atau bahan kimia yang panjang, unik dan merupakan racun yang ampuh untuk 

membunuh serangga. Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) yang masuk ke laut 

telah menghambat proses fotosintesis, orang yang masih terus menggunakan DDT ini 

karena pestisida lain harganya lebih mahal. Raksa (air/cairan perak, hydrargyum) 

dengan kepekatan yang amat rendah sudah amat berbahaya bagi manusia. Raksa yang 

masuk ke air sungai atau danau karena pembuangan berbagai industri, akhirnya air laut 

juga akan terkotori seperti halnya telah terjadi di negara maju seperti di jepang. Fosfat 

(senyawa fosfat dan garam) dan nitrat (pupuk nitrogen, sampah organik hewan 

maupun manusia), fosfat adalah hasil buangan manusia seperti deterjen, tetapi berguna 

                                                             
40Ibid, 10. 
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untuk menyuburkan berbagai ganggang dan tanaman lain, fosfat dan nitrat yang 

berdampak memadati dan mengotori sungai, danau dan pantai laut. Aliran sungai, 

danau dan pantai laut yang berguna bagi manusia untuk keperluan hidup maupun 

untuk rekreasi, tetapi mengakibatkan rusak dikarenakan banyaknya fosfat dan nitrat.
41

 

Negara berkembang banyak menggunakan bahan makanan, pestisida, pupuk, 

bahan bakar, mineral-mineral, kendaraan dan segala macam produk. Warga 

menghasilkan lebih banyak sampah bahan kimia, baik yang berupa bahan padat, cair, 

maupun gas. Pencemaran udara dan air oleh bahan-bahan kimia sudah merupakan 

suatu ancaman internasional karena hal ini ternyata bukan hanya terjadi di negara-

negara industri yang berpenduduk dan berlalu lintas padat saja yang tercemar oleh 

bahan kimia. Bahan kimia pencemar yang ada di udara mudah di bawa oleh angin 

hingga tersebar ke segala tempat. Pabrik-pabrik di negara-negara yang sedang 

berkembang mengubah racun-racun menjadi zat-zat baru yang juga bersifat racun 

misalnya pestisida atau menjadi bahan-bahan lain yang relatif tidak beracun, tetapi 

dapat mengotori lingkungan, misalnya deterjen atau pupuk. Pemakaian pestisida di 

negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya tidak mengikuti aturan-aturan 

yang telah ditentukan sehingga menimbulkan pencemaran udara, airmaupun tanah. Hal 

ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan para petani yang menggunakannya. 

Penggunaan deterjen dan pupuk yang berlebihan juga dapat menimbulkan pencemaran 

air.
42

 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yakni meliputi:  

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. 

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. 

                                                             
41Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 65. 
42Damin Sumardjo, Pengantar Kimia (Jakarta: Buku Kedokteran, 2008), 599. 
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d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

e. Mencapai keserasian, keselarasan keseimbangan lingkungan hidup. 

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. 

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari 

hak asasi manusia. 

h. Mengendalikan pemamfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 

i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

j. Mengantisipasi isu lingkungan global.
43

 

Ada delapan hak yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: 

a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. 

b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. 

c. Hak akses informasi. 

d. Hak akses partisipasi. 

e. Jak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 

f. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

g. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup. 

h. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
44

 

Fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan perlindungan sesuai dengan Pasal 14 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (UULH)  

menyatakan bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha 

                                                             
43Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 
44Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, 46. 



42 

 

42 
 

dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan 

lingkungan.
45

 

3. Jenis Kerusakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan 

karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya 

alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia. 

Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan Perkebunan, 

penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha 

Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan 

Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha 

Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan. 

Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, 

belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai 

tambah Usaha Perkebunan nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma 

penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, 

pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan 

prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi 

pejabat.
46

  

Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, 

                                                             
45Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 191. 
46Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
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menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, 

produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan 

memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan 

pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan 

mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, 

dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut 

didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan 

keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, kearifan lokal, dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup.
47

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengganti dan 

mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam Undang-

Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa perkebunan adalah segala 

kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan 

mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. 

Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan 

tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Usaha Perkebunan adalah 

usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2014 tentang Perkebunan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yuddhoyono 

pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan mulai berlaku setelah diundangkan Menterri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Amir Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. 

Jenis kerusakan yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2014 tentang Perkebunan adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yaitu lahan 

atau tanah perkebunan, baik kerusakan yang disebabkan oleh pembukaan usaha 

perkebunan maupun pengolahan lahan usaha yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan 

individu (perseorangan) maupun perusahaan perkebunan. Sebagaimana dalam Pasal 32 

                                                             
47Ibid. 
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ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang 

yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya 

tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan 

lingkungan hidup. Setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan 

untuk keperluan budi daya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat 

mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
48

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 juga mengatur mengenai keharusan adanya 

perizinan usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan berkewajiban untuk memperoleh 

izin usaha perkebunan dan hak atas tanah terlebih dahulu apabila akan melakukan 

kegiatan usaha perkebunan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan 

bahwa kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan pada wilayah 

perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan 

setelah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.
49

 Adanya aturan tersebut 

membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya lahan atau tanah 

perkebunan agar tidak disalahgunakan dengan sewenang-wenang. 

Ketentuan lebih lanjut secara jelas diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi bahwa setiap pelaku usaha perkebunan 

dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dan setiap pelaku 

usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian 

kebakaran lahan dan kebun. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa 

membakar diatur dengan Peraturan Menteri.
50

 Pemerintah memiliki peranan penting 

dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup khususnya dalam hal perkebunan, 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu 

pemerintah pusat melindungi kelestarian wilayah geografis yang memproduksi hasil 

perkebunan yang bersifat spesifik. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang 

                                                             
48Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
49Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
50Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
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mengalihfungsikan lahan perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi hasil 

perkebunan yang bersifat spesifik.
51

 

Begitu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga dalam Pasal 67 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha 

perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kewajiban 

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, 

sebelum memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan harus: 

a. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. 

b. Memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa 

genetik. 

c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem 

tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. 

Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud di atas ditolak permohonan izin usahanya.
52

 

Ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan pidana 

dalam hal ini lahan perkebunan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 

tentang Perkebunan. Sebagaimana dalam Pasal 107 yang menyebutkan bahwa setiap 

orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai 

lahan perkebunan dan menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat 

hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan, melakukan penebangan tanaman 

dalam kawasan perkebunan serta memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 

4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
53

 Pasal 108 juga menyatakan bahwa setiap pelaku 

usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar 

                                                             
51Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
52Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 
53

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah).
54

  

 

 

C. Perusakan Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam 

Kebutuhan menjaga lingkungan hidup merupakan hal penting sehingga tidak dapat 

diabaikan. Apabila lingkungan hidup tidak terjamin akan terjadi kekacauan. Kebutuhan 

termasuk hal primer  (dharuriyyah) sehingga dapat di katagorikan dalam al-maqashid al- 

khabi‟ah atau disebut juga al-kulliyyat al-khabi‟ah (7 hal inti/pokok) yaitu hifdz ad-din 

(memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz 

an-nasl (memelihara keturunan), hifdz al-mal (memelihara hak milik/harta), hifdz al-

mujtama‟a (memelihara masyarakat), dan hifdz al-bii‟ah (memelihara lingkungan) dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Memelihara Agama (Hifdz ad-Din) 

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan 

memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat 

perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun dalam keberagaman 

syari‟at Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama 

lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.
55

 Sebagaimana firman Allah dalam 

surat Al-Kafirun ayat 1-6: 

                            

                               

        

 

Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu 

sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah 

menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi 

penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.  

(Q.S. Al-Kafirun [109]:1-6). 

2. Memelihara Jiwa (Hifdz an-Nafs) 

                                                             
54

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 
55

Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), 30. 
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Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan 

merasakan keamanan, melarang membunuh diri dan pembunuhan. Pembunuhan terhadap 

seseorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh 

manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti 

memelihara manusia seluruhnya, menjelaskan bahwa di dalam Islam adalah risalah langit 

yang sejak empat belas abad yang lalu telah mensyari‟atkan (mengatur) hak-hak asasi 

manusia secara komprehensip dan mendalam, Islam mengaturnya dengan segala macam 

jaminan yang cukup untuk menjaga serta menghormati hak-hak tersebut.
56

 Allah 

berfirman dalam surat Al-Isra‟ ayat 70: 

                              

            

 

 “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka 

di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 

mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 

ciptakan”.  

(Q.S. Al-Isra‟ [17]: 70). 

 

Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan 

memperkokoh hak-hak asasi manusia. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan 

Islam adalah hak hidup, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, 

karena manusia adalah ciptaan Allah. Menjadi konsekuensi logis jika manusia dalam 

syari‟at Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan serta tidak 

menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran. Hal ini karena 

membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia.
57

 

3. Memelihara Akal (Hifdz al-Aql) 

Demi melindungi akal manusia dari keterbelakangan mental, Islam mengharamkan 

mengkonsumsi minuman keras (khamr) atau dalam bentuk lainnya yang memabukkan 

                                                             
56Ibid, 31. 
57Ibid. 
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berupa obat-obatan terlarang (narkoba) dan lain-lain. Islam akan menghukum orang yang 

menjual, mengedarkan, dan meminum atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-

obatan terlarang, perlindungan terhadap akal ini bertujuan agar manusia terhindar dari 

kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan kerusakan saraf manusia 

itu sendiri. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90: 

                           

                   

 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan 

syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. 

(Q.S. Al-Maidah [3]: 90). 

 

4. Memelihara Keturunan (Hifdz an-Nasl) 

Islam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia mensyari‟atkan 

perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orang tuanya), 

dalam menjaga keturunan Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat 

zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai 

perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang bahkan terdapat sanksi yang 

sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina.
58

 

Karena sudah jelas terdapat larangannya dalam surat Al-Isra‟ ayat 32: 

                         

 

 “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.  
(Q.S. Al-Isra‟ [17]: 32). 

 

5. Memelihara Harta (Hifdz al-Mal) 

                                                             
58Ibid, 32. 
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Berbagai macam transaksi dan perjanjian (mu‟amalah) dalam perdagangan 

(tijarah), barter (mubadalah), bagi hasil (mudharabah) dan sebagainya dianjurkan dalam 

Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara 

sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara 

bathil, penipuan, perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang 

tertindas.
59

 Allah berfirman dalam QS, Al-Baqarah ayat 188: 

                          

              

  

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang 

lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 

188). 

 

Syari‟at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan 

serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang 

esensial, sehingga untuk memelihara agama dilarang murtad, untuk memelihara akal 

dilarang mengkonsumsi minuman yang memabukkan, untuk menjaga jiwa dilarang 

membunuh, untuk memelihara keluarga dan keturunan dilarang berzina, untuk 

memelihara harta dilarang mencuri dan merampok. Selanjutnya pelarangan terhadap al-

baghyu (pemberontakan), larangan al-baghyu adalah untuk memelihara umat, karena 

terdapat kewajiban untuk bersatu serta diharamkan tafarruq (bercerai-berai). Oleh karena 

itu, secara moral diwajibkan menegakkan ukhuwah dan dilarang untuk saling membenci 

dan bermusuhan.
60

 

6. Memelihara Masyarakat (Hifdz al-Mujtama‟a) 

Menurut Magnis Suseno, demi menjaga keselarasan dibutuhkan koordinat-

koordinat normatif kebijaksanaan sebagai pandangan hidup yang bersifat praktis. 
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Koordinat-koordinat tersebut berupa sikap batin yang tepat, yakni bagaimana harus 

menentukan sikap mengingat hidup manusia terancam oleh nafsu-nafsu dan egoisme, 

tindakan yang paling tepat dalam dunia yakni dengan tidak mengikat diri pada dunia. 

Akan tetapi agar dapat memenuhi tugas-tugasnya di dunia, demi pemeliharaan 

masyarakat, harus dapat melepaskan diri dari nafsu-nafsu dan pamrihnya. Tugas 

memelihara masyarakat harus dilakukan dengan penuh kegembiraan dengan sikap yang 

tepat, yaitu melepaskan diri dari pamrih dan memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan 

tempatnya masing-masing sehingga kehidupan pun menjadi selaras.
61

  

Memelihara masyarakat ada di lingkungan organisasi sosial masyarakat, Lembaga 

Sosial Masyarakat atau LSM, maupun di berbagai proyek pemerintah. Misalnya, Program 

Bina Keluarga dan Balita (BKB) yang merupakan proyek stimulasi mental anak di bawah 

lima tahun yang ditangani kantor menteri urusan peranan wanita bekerjasama dengan 

organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF. Dengan jaringan kerja yang luas 

Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dianggap mewakili bidang 

sosial di seluruh Indonesia sehingga diundang untuk memberi masukan saat disusun 

rencana pembangunan lima tahun (repelita) pada jaman Orde baru. Pengorganisasian 

melalui DNIKS, sebelum 1985, memang telah membuahkan hasil berupa suatu kerangka 

dasar yang kokoh dengan jaringan kerja yang luas. DNIKS mampu menjangkau berbagai 

kegiatan sosial di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia dan bisa berhubungan dengan 

berbagai instansi mancanegara untuk bersama-sama mengupayakan peningkatan mutu 

secara terarah.
62

  

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang 

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang 

memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, 

keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban 
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manusia sesuai dengan pancasila. Usaha-usaha kesejahteraan sosial ialah semua upaya 

program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, 

memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
63

 

 

7. Memelihara Lingkungan (Hifdz al-Bii‟ah) 

Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat yang disebut 

lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling tempat kita 

hidup, lingkungan bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan 

lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya. 

Jadi lingkungan alam tidak dibuat oleh manusia. Sedangkan lingkungan buatan adalah 

hasil buatan manusia. Lingkungan buatan dibangun untuk kepentingan tertentu yang bisa 

menunjang kebutuhan manusia, perkembangan dan tingkah laku manusia dipengaruhi 

oleh lingkungan. Contoh lingkungan alam yaitu, Gunung, Pegunungan, Lembah, Danau, 

Sungai, Selat, Pantai dan Laut. Gunung adalah daerah di permukaan bumi yang menjulang 

tinggi. Umumnya ketinggian gunung lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. 

Indonesia memiliki banyak gunung, ada gunung merapi dan gunung tidak berapi, Gunung 

bermamfaat sebagai perkebunan, tempat wisata dan tempat penelitian. Bukit lebih rendah 

dari gunung, dilereng gunung merapi terdapat daerah perbukitan. Lembah adalah tanah 

rendah yang terletak di kiri dan di kanan sungai atau di kaki gunung.
64

  

Lembah yang dalam dan luas disebut ngarai, lembah dan ngarai dapat dijadikan 

sebagai tempat wisata. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan sangat 

luas, laut menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau-pulau. Laut 

menjadi tempat nelayan mencari ikan. Sebagian besar Negara Indonesia merupakan 

wilayah perairan, laut yang sangat luas disebut lautan atau samudra. Laut dan samudra 

dibedakan berdasarkan tingkat kedalamannya. Contoh Laut Jawa, Laut Banda, Laut 

Timor, Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Pantai adalah tempat yang menunjukkan 
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garis batas antara perairan dan daratan. Pantai ada yang terjal (curam) dan ada yang landai 

biasanya digunakan sebagai tempat wisata karena ombaknya tenang. Contohnya pantai 

Ancol di Jakarta  dan beberapa pantai di pulau Bali. Selat adalah laut sempit yang terletak 

di antara dua buah pulau, banyak selat d Indonesia yang menghubungkan dua belah pulau 

contohnya selat Bali dan Selat Sunda. Sungai adalah aliran yang besar di wilayah daratan, 

sungai menjadi tempat mengalirnya air dari hulu sungai ke hilir sungai. Lingkungan 

buatan banyak ditemui di desa atau di kota. Lingkungan buatan yang ada di desa 

contohnya waduk, sawah, kebun, tambak ikan dan pasar. Lingkungan buatan yang ada di 

kota contohnya jalan raya, gedung perkantoran, mal, pasar, taman kota, stasiun, terminal, 

bandara, Lingkungan buatan harus di jaga dengan baik.
65

 

Allah berfirman: 

                          

     

 

 “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala 

penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan”.  

(Q.S. Al-Mulk [67]: 15). 

 

Ayat di atas merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum 

dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan 

menggunakannya. Dalam kontek ini Imam An-Nawawi dalam mukadimah kitabnya Al-

Majmu menyatakan bahwa umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi 

semua kebutuhannya agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.
66

 

Allah juga berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 19-20: 
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“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan 

Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan 

untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-

makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya”. (Q.S. Al-Hijr [15]: 19-

20). 

 

Penggalan ayat ini bermaksud menggarisbawahi bahwa Allah SWT telah menyiapkan 

segala sesuatu guna kenyamanan hidup manusia di bumi ini. Mereka dapat bekerja, bertani, 

berdagang dan sebagainya. Bahwa ada di antara penghuni bumi yang lemah, maka itu bukan 

berarti bahwa yang kuat adalah yang memberi mereka rezeki sehingga dapat bertahan hidup. 

Bukan mereka yang memberinya rezeki, tetapi Allah SWT bagaimana mungkin manusia-

manusia yang merasa kuat itu yang memberi mereka rezeki, padahal mereka sendiri 

dianugerahi rezeki oleh Allah SWT itu menunjukkan betapa kuasa Allah SWT.
67

  

Alam raya telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi 

dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan 

hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah, 

adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang 

kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat 

misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi. Merusak 

setelah diperbaiki, jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki, atau pada saat 

dia buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A‟raf ayat 56: 

                       

        

 

 “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah allah 

memperbaikinya dan berdo‟alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan 
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harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang 

yang berbuat baik”. 

 (Q.S. Al-A‟raf [7]: 56). 

 

Ayat di atas menegaskan larangan untuk berbuat kerusakan dalam bentuk apapun baik 

menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, maupun menyangkut 

akidah seperti kemusyrikan, kekufuran dan segala bentuk kemaksiatan. Apabila sebagai 

manusia tidak dapat menjaga dan melestarikan lingkungan, maka akan mengakibatkan 

kerusakan dan hilangnya keseimbangan lingkungan hidup. Pemeliharaan dan perawatan 

merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Manusia senantiasa ingin hidup dalam keadaan tentram yang kemudian menjaga 

terpeliharanya tata tertib kehidupan dalam lingkungan rumah tangga dan pergaulan di 

masyarakat. Hal tersebut yang diisyaratkan dalam ajaran sunnah yang menegaskan bahwa 

manusa adalah pemelihara (ra‟in) dan pemelihara harus memikul tanggung jawab (mas‟ul).68
 

Kata muhsinin adalah bentuk jamak dari kata muhsin. Bagi seorang manusia, sifat ini 

menggambarkan puncak kebaikan yang dapat dicapai, yaitu pada saat ia memandang dirinya 

pada diri orang lain, sehingga ia memberi untuk orang lain itu apa yang seharusnya ia ambil 

sendiri. Sedang ihsan terhadap Allah SWT adalah leburnya diri manusia sehingga ia hanya 

melihat Allah SWT karena itu pula, ihsan seorang manusia terhadap sesama manusia adalah, 

bahwa ia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain. Siapa yang melihat dirinya 

pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah 

SWT maka dia itulah yang dinamai muhsin, dan ketika itu dia telah mencapai puncak dalam 

segala amalnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang berbuat kerusakan di bumi 

untuk dimanfaatkan manusia agar dapat hidup dan melestarikannya sehingga manusia 

tersebut dapat bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah.
69

 

Dalam Q.S, Ar-Ruum ayat 41-42 dijelaskan: 
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Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan 

manusia, supaya Allah memberikan rasa kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan 

(mereka), agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan 

di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. 

Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”. (Q.S. Ar-

Ruum [30]: 41-42). 

 

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad, ini dapat berarti 

daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan 

perampokan di kedua tempat, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah 

mengalami kerusakan, ketidak seimbangan serta kekurangan mamfaat. Laut telah tercemar, 

sehingga menyebabkan ikan mati dan hasil laut menjadi berkurang. Daratan semakin panas 

sehingga terjadi kemarau panjang, hasil dari keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Ibn 

„Asyur mengemukakan beberapa penafsiran tentang ayat di atas dari penafsiran yang sempit 

hingga yang luas, makna terakhir yang di kemukakannya adalah bahwa alam raya telah di 

ciptakan Allah dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia.
70

  

Tetapi manusia melakukan kegiatan buruk yang merusak, sehingga terjadi 

kepincangan dan ketidak seimbangan dalam sistem kerja alam. Perbuatan dosa dan 

pelanggaran (fasad) yang dilakukan manusia, mengakibatkan gangguan keseimbangan di 

darat dan di laut, kemudian sebaliknya ketiadaan  keseimbangan di darat dan di laut, 

mengakibatkan siksaan kepada manusia, demikian pesan ayat di atas. Semakin banyak 

kerusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia, 

semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan 

lingkungan, pada hakikat merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lebih-lebih 
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dewasa ini, memang Allah SWT. menciptakan semua makluk yang kait-berkait, saling 

membutuhkan dan saling berhubungan, dalam keterkaitan itu lahirlah keserasian dan 

keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua tunduk dalam pengaturan 

Allah yang maha besar, bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan alam, 

maka kerusakan yang terjadi baik berukuran kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh 

bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui perbuatan 

perusakan.
71

 

Dalam QS, Al-araf ayat 96 juga dijelaskan: 

                           

             

 

 “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 

akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan 

(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S. Al-A‟raf 

[7]: 96). 

 

Thabathaba‟i menafsirkan ayat di atas adalah alam raya dengan segala bagiannya yang 

rinci, saling berkaitan antara satu dengan yang lain, bagaikan satu badan dalam 

keterkaitannya pada rasa sakit atau sehat terhadap alam, juga dalam pelaksanaan kegiatan dan 

kewajiban, semua saling pengaruh mempengaruhi dan semua akan berakhir. Kumpulan 

masyarakat atau umat manusia yang melakukan penyimpangan dari jalan lurus yang 

ditetapkan Allah bagi kebahagiaan manusia, penyimpangan manusia dalam batas tertentu, 

menjadikan keadaan sekeliling manusia, termasuk hukum-hukum sebab akibat berhubungan 

dengan alam raya dan yang mempengaruhi manusia, ikut terganggu dan pada giliran alam 

menimbulkan dampak negatif. Bila itu terjadi, maka akan lahir krisis dalam kehidupan 

bermasyarakat serta gangguan dalam berinteraksi sosial mereka, seperti krisis moral, 

ketiadaan kasih sayang, kekejaman bahkan melebihi, maka akan bertumpuk musibah dan 

bencana alam seperti, keengganan langit menurunkan hujan  kebumi yang menumbuhkan 
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tumbuhan, banjir dan air bah, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Semua bencana alam 

adalah tanda-tanda yang diberikan Allah SWT, untuk memperingatkan manusia agar manusia 

kembali ke jalan yang lurus. Sanksi dan bencana perusakan alam, tidak hanya di alami oleh 

masyarakat mekah, tetapi manusia sunnatullah bagi siapa saja yang melanggar, baik dahulu, 

kini dan akan datang, kerusakan disebabkan karena kebanyakan dari mereka adalah orang-

orang yang mempersekutukan Allah sehingga kebanyakan pula melakukan kedurhakaan yang 

mengakibatkan kerusakan lingkungan serta meraja lela kedurhakaannya.
72

 

 

D. Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 

Tentang Perkebunan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disahkan Presiden Dr. H. 

Susilo Bambang Yuddhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta dan mulai berlaku 

setelah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 

17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan agar dapat 

memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan perkebunan, menangani konflik sengketa 

lahan perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan 

menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan, izin usaha perkebunan, sistem data dan 

informasi, serta sanksi bagi pejabat. 

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

adalah:  

1. Pertama, berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945, yang mewujudkan dasar filosofis bahwa 

air, bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di wilayah NRI merupakan anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan, dikelola serta digunakan sebesar besarnya 

bagi kemakmuran rakyat Indonesia.  
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2. Kedua, berdasarkan aspek sosiologis perkebunan memiliki peran penting dalam 

pertumbuhan ekonomi negara.  

3. Ketiga, berdasarkan aspek yuridis bahwa penyelenggaraan perkebunan berdasarkan 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dan tidak 

mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta mentindak lanjuti PMK No. 55/PUU-

VIII/2010 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang No. 18 Tahun 2004.
73

 

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan 

karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, 

sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia. 

Perkebunan merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian Indonesia. Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang selanjutnya disebut 

sebagai UU Perkebunan, disebutkan bahwa pengertian perkebunan adalah segala kegiatan 

yang berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun teknologi 

pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
74

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan, disebutkan bahwa pengertian tanaman perkebunan ialah tanaman semusim atau 

tanaman tahunan yang karena jenis dan pengolahannya ditetapkan sebagai tanaman 

perkebunan.
75

 Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi, baik yang 

berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan 

pemanfaatnya terkait langsung dengan bumi. Maka yang dimaksud dengan tanah perkebunan 

ialah permukaan bumi berupa daratan yang digunakan untuk kegiatan berkaitan dengan 
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sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi pengolahan dan pemasaran terkait 

tanaman perkebunan.
76

 

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

menyebutkan bahwa pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan. 

Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha 

perkebunan tidak mencapai dalam skala tertentu. Sedangkan, yang dimaksud sebagai 

perusahaan perkebunan ialah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan berdasarkan 

hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan 

dalam skala tertentu.
77

 

Pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin atas usaha perkebunan yang dilakukan 

karena izin merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pengawasan atas aktifitas 

yang dilakukan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 

98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terdapat 3 jenis 

izin dalam usaha perkebunan yakni izin usaha perkebunan untuk budidaya, izin usaha 

perkebunan, izin usaha perkebunan untuk pengolahan.
78

 

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 

tentang Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan 

usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa 

pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam 

negeri, memberikan pelindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, 

mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung 

jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan 

perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, 

                                                             
76Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
77Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
78Tatiek Sri Djamiati, Buku Ajar Hukum Perizinan (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 

2012), 1. 
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keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi yang berkeadilan, kearifan 

lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
79

 

Pengalihan penguasaan tanah yang dikuasai masyarakat kepada negara, kemudian 

tanah dikuasai oleh perusahaan perkebunan diatas tanah Hak Guna Usaha menimbulkan 

terjadinya perubahan pola pekerjaan masyarakat perkebunan. Selain itu dengan penguasaan 

tanah perkebunan oleh perusahaan perkebunan menimbulkan ketimpangan kesejahteraan 

antara pekebun dengan perusahaan perkebunan karena dalam hal ini perkebunan yang di 

kuasai dan diusahakan perusahaan perkebunan relatif maju karena menguasai aset produksi 

(lahan, modal, tenaga kerja, sarana produksi dan teknologi) dan pasar secara penuh, 

sedangkan perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat secara individu relatif tertinggal 

karena asset yang dikuasai terbatas.
80

 

Upaya pemerintah untuk melindungi hak masyarakat atas pekerjaan serta 

meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitar perkebunan diwujudkan dengan adanya 

kebijakan pola kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat. Hal tersebut 

diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

menjelaskan tentang salah satu kewajiban perusahaan perkebunan yang menyatakan bahwa 

adanya kewajiban menyediakan fasilitas kebun masyarakat dengan luas minimal 20% (dua 

puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan, yang 

memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya, pembangunan 

kebun masyarakat dapat dilakukan melalui melalui pola kredit, perjanjian bagi hasil, maupun 

bentuk pendanaan lain.
81

 

Perusahaan perkebunan diharapkan tidak hanya menguntungkan pihak penanam 

modal, namun juga dapat menguntungkan masyarakat sekitar perkebunan, dengan adanya 

perusahaan perkebunan diharapkan perusahaan perkebunan mampu memberdayakan 

masyarakat sekitar perkebunan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

                                                             
79Iqra Elma Nurtama, “Perjanjian Penguasaan Tanah Perkebunan Yang Dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak 

Ketiga,” Jurnal Hukum Notaire, Vol. 3 no. 1 (2020): 2, http://repository.unair.ac.id/97144/4/4. 
80Undang Fadjar, Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap (Jakarta: Forum 

Penelitian Agro Ekonomi, 2006), 47. 
81Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
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Perkebunan menyebutkan bahwa pembangunan fasilitas kebun masyarakat akan diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang 

berfungsi sebagai peraturan pelaksana teknis pembangunan fasilitas perkebunan masyarakat 

belum diterbitkan, sehingga peraturan teknis terkait pembangunan fasilitas masyarakat masih 

tumpang tindih beberapa peraturan.
82

 

Kriteria yang ditetapkan intansi teknis terkait kelayakan pengusahaan tanah 

perkebunan yang dikuasai perusahaan perkebunan diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan bahwa perusahaan 

perkebunan wajib mengusahakan tanah perkebunan paling sedikit 30 % dari luas hak atas 

tanah paling lambat 3 tahun sejak pemberian hak atas tanah. Paling lambat 6 tahun sejak 

pemberian hak perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas tanah perkebunan 

yang dapat ditanami. Latar belakang peraturan tersebut atas dasar kesiapan perusahaan 

perkebunan dalam penglolaan tanah perkebuanan, karena pada awal penguasaan Hak Guna 

Usaha tanah perkebunan, pihak perusahaan belum memiliki kemampuan pengelolaan lahan 

dan kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola lahan, oleh karena itu perusahaan 

perkebunan diberikan waktu untuk kesiapan atas pengelolaan lahan.
83

 

Undang-Undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak jelas dan rinci dalam 

mengatur tentang sanksi pidana maupun sanksi administratif, sehingga peluang potensi dan 

keleluasan yang tidak tepat penggunaannya. Sanksi pidana perkebunan merupakan suatu 

ancaman yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang mencoba melanggar 

suatu peraturan yang dimuat dalam suatu Undang-Undang yang termasuk pelanggaran yang 

dimuat dalam Undang-Undang Perkebunan dan tujuan yang ingin dicapai dapat dicantumkan 

dalam ketentuan pidana tersebut supaya masyarakat lebih berpikir agar tidak melakukan 

suatu pelanggaran karena terdapat sanksi yang dikenakan kepada yang siapa yang melakukan 

pelanggaran.
84

  

                                                             
82Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
83Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
84Reza Hermawan, Dinamika Lingkungan Nasional (Jakarta: Bina Aksara, 2001), 23. 
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Sanksi administrasi merupakan suatu sanksi yang muncul dari pemerintah dengan 

masyarakat yang dilaksanakan dengan perantara kekuasaan peradilan. Tetapi dapat secara 

langsung dilakukan dengan cara administrasi sendiri. Penggunaan sanksi administrasi 

merupakan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan tersebut berasal dari aturan hukum 

administrasi yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.
85

 

Terdapat ancaman sanksi administrasi yang cukup jelas di dalam  Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2014 bagi pelaku pelanggaran. Terdapat beberapa perbuatan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 terkait ancaman sanksi administratif 

yang meliputi: 

1. Memberikan fasilitas terhadap pembangunan perkebunan kepada masyarakat. 

2. Memindahkan hak tanah kepada masyarakat yang usahanya kurang melakukan kegiatan 

usaha dalam jangka waktu yang tertentu. 

3. Tidak adanya pembangunan sarana prasarana. 

4. Mengalihkan lahan perkebunan dari segala usaha perkebunan yang spesifik.
86

 

Pemberian sanksi terhadap pelaku yang melanggar administrasi dalam perkebunan 

disebut juga sebagai sanksi pidana, ada yang dipenjara dan ditangkap. Pemberian sanksi ini 

berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar sanksi administrasi 

sehingga dapat memperkecil angka terjadiya pelanggara setiap tahunnya. Upaya yang harus 

dilakukan untuk menanggulangi terjadinya sanksi administrasi perkebunan adalah 

mengarahkan perusahan perkebunan untuk lebih melengkapi sarana dan prasarana. Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan belum menegaskan bagaimana cara 

untuk menyerap keperntingan masyarakat. Hal ini ditentukan oleh kemauan dari pelaksanaan 

Undang-Undang Perkebunan disemua tingkatan pemerintahan.
87

 

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan 

bahwa sanksi administrasi berupa denda, pencabutan izin usaha perkebunan, 

                                                             
85Herman Pratikno, Hukum dan Sanksi Administrasi (Bandung;Budi mulia, 2001), 45. 
86Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
87Harianto Mahuzi, Mekanisme Pembangunan Bersih (Jakarta: Buku kompas, 2003), 90. 
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memberhentikan sementara kegiatan usaha perkebunan.
88

 Mengenai jenis besara denda dan 

tata cara pengenaan sanksi yang dimaksud terdapat dalam peraturan pemerintah. Pasal 75 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa: 

1. Setiap pelaku usaha perkebunaan yang melanggar ketentuan maka akan dikenai dengan 

sanksi administratif. 

2. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang berupa: 

a. Denda. 

b. Pemberhentian sementara kegiatan, produksi dan peredaran hasil usaha industri. 

c. Ganti rugi. 

d. Pencabutan izin usaha. 

3. Ketentuan mengenai jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah.
89

 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Perkebunan menyebutkan bahwa: 

1. Pencabutan izin usaha dalam perkebuna oleh pemerintah yang berwenang dapat 

dijatuhkan sesudah pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi yang berupa peringatan 

yang tertulis. 

2. Sanksi peringatan yang secara tertulis dijatuhkan sebanyak 3 kali yaitu peringatan 1 

sampai peringatan ke 3.
90

 

Pasal 51 ayat 1 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 menyebutkan bahwa sanksi 

peringatan tertulis ke 1 sampe ke 3 masing-masing diberikan tenggang waktu 4 bulan. Sanksi 

administrasi berupa teguran memiliki tenggang waktu untuk dapat dinilai dan dievaluasi oleh 

pemerintah yang berwewenang. Jika pemerintah menjatuhkan sanksi yang berupa peringatan 

atau teguran dengan jangka waktu kurang dari 4 bulan terbukti melakukan pelanggaran 

                                                             
88Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
89Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
90Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 
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hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Permentan No 98 Tahun 2013.
91

 Pencabutan 

izin usaha perkebunan oleh pemerintah diatur dalam 3 aspek, pemerintah daerah dikatakan 

menyalahgunakan wewenang dan tidak mentaati ketentuan yang diatur secara rinci menurut 

Pasal 51 Undang-Undang No 39 Tahun 2014. 

Menurut penulis, kebijakan dalam perlindungan perkebunan merupakan salah satu hal 

yang harus diperhatikan. Upaya perlindungan perkebunan sebaiknya dilakukan dengan cara 

meningkatkan proses penegakan hukum itu sendiri maupun bagaimana strategi itu 

dilaksanakan. Penegakan hukum ini berkaitan dengan berrbagai ukuran kontekstual dalam 

penjatuhan sanksi serta bentuk yang harus diperhatikan dengan tujuan agar strategi 

penegakan hukum yg dibangun. Penegakan sanksi administrasi lebih menitikberatkan 

terhadap pembinaan dan pencegahan dibanding dengan penindakan atau penghukuman, 

contohnya pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan agar memantau keluhan masyarakat 

tentang adanya kerusakan/ pelanggaran dari sanksi administrasi. Penanggungjawab usaha 

harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dikenakan sanksi 

pidana atau sanksi administrasi. Lemahnya pengawasan atau pemantauan karena kurang 

tanggapnya aparat dalam menjalankan menangani persoalan lingkungan yang menjadikan 

penyalahgunaan sanksi hukum yang sangat lemah perannya, maka perlu dilakukan sistem 

kelembagaan yang efektif mulai dari pusat sampai daerah.  

Sanksi administrasi diharapkan dapat mempersempit adanya peluang bagi pengusaha 

dalam menjalankan usaha tanpa izin. Dasar kekuasaan ini memberikan sanksi yang tegas bagi 

pengusaha yang ilegal. Dengan demikian jumlah ilegal akan berkurang karena adanya saksi 

yang tegas bagi yanng melakukan pelanggaran. Izin (vergunning) kasus penegakan sanksi 

administrasi adalah adanya persetujuan dari penguasa yang berdasarkan Undang-Undang 

atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-

ketentuan larangan peraturan perudang-undangan. Namun beberapa masyarakat masih 

banyak menggunakan izin yang legal, termasuk penegakan hukum lingkungan administratif, 

                                                             
91Pasal 51 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Perkebunan. 
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Penegakan hukum lingkungan yang merupakan salah satu sisi terlemah dari penegakan 

hukum di Indonesia.
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
92Daud Silalahi, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: aksara, 2004), 4. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan tentang skripsi ini, maka penulis 

memaparkan hasil dari penelitian tersebut yang dapat di tarik kesimpulan: 

1. Perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat menurut Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan cara pembakaran lahan untuk 

pembukaan kebun sangat dilarang dan tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan 

kerusakan lingkungan hidup dan beresiko terjadi kebakaran luas yang merusak kualitas 

lahan. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, kelestarian lingkungan 

hidup sangat penting dan harus dijaga, sehingga adanya perbuatan yang memicu 

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak diperbolehkan dan pelaku 

penyimpangan tersebut harus mendapatkan sanksi agar merasa jera. Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur mengenai kerusakan lingkungan 

hidup lahan karena perbuatan dari pelaku usaha perkebunan, dan tidak mengatur 

mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat bencana alam karena bencana alam 

merupakan fenomena alam yang bukan kehendak manusia. 

2. Pandangan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung 

Barat dapat dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Karena dalam Islam, 

manusia harus menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan dan kemaslahatan 

manusia itu sendiri. Selain itu, perbuatan oknum pelaku usaha yang melakukan 

pembakaran lahan untuk pembukaan kebun merupakan salah satu contoh tindakan buruk 

yang dilakukan manusia yang mana dapat memicu bencana alam karena adanya 

ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lampung Barat dalam pandangan hukum Islam termasuk dalam fiqh siyasah dusturiyah 

karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga pemerintah 

di daerah telah melakukan upaya dalam rangka menanggulangi adanya kerusakan 

lingkungan hidup di Lampung Barat dengan menjalankan program-program terkait 
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perusakan dan pencemaran lingkungan meskipun memang masih ada hambatan dalam 

pelaksanaannya. 

 

B. Rekomendasi 

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan 

terhadap pengembangan lingkungan hidup di Lampung Barat, agar dapat terus 

menjalankan program-program penunjang bagi pengembangan kelestarian lingkungan 

hidup baik dari segi air limbah, udara maupun lahan. Karena jika kualitas lingkungan 

hidup semakin buruk maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan 

mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan 

kinerja sumber daya manusia di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup agar dalam 

menjalankan kegiatan dan programnya dapat berjalan dengan lancar. 

2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat terus memberikan pengawasan terhadap 

kondisi dan situasi kualitas lingkungan hidup dengan melakukan survey rutin untuk 

memastikan perkembangan kualitas lingkungan hidup di Lampung Barat terus meningkat. 

Selain itu diharapkan agar memperhatikan sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan 

Hidup, karena apabila sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup tidak memadai, 

maka pelaksanaan program dan kegiatannya akan terhambat. 

3. Bagi masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan 

hidup. Karena, sebagian besar pelaku usaha merupakan bagian dari masyarakat sehingga 

kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup sangat diperlukan. Apabila masyarakat 

tidak menyadari pentingnya menjaga lingkungan hidup, maka akan menimbulkan 

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang luas dan mendominasi. Hal tersebut 

dapat merusak kenyamanan kehidupan. 

4. Bagi pelaku usaha, diharapkan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah 

dan undang-undang seperti melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup berupa 

pembakaran lahan atau pencemaran limbah. Karena bukan hanya pada saat ini saja 
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kerugian yang dapat dirasakan, tapi di masa yang akan datang dapat merugikan generasi 

selanjutnya. 
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